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1. Penggunaan hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap notaris.
Jabatan Notaris menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang  menganut prinsip 
Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dengan 
prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum (legal certainty), ketertiban (order)
dan perlindungan hukum (legal protection), melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas 
hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan 
atas kepastian hukum yang  memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat 
dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”. Notaris adalah Pejabat 
Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
Dalam kedudukan notaris sebagai saksi (perkara perdata) notaris dapat minta 
dibebaskan dari kewajiban untuk membuat kesaksian karena jabatannya menurut Undang-
Undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat 3 BW). Dalam hal ini notaris 
mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris tapi untuk kepentingan 
para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris.
HAK INGKAR dan KEWAJIBAN INGKAR
“DIBEBASKAN DARI KEWAJIBANNYA MEMBERIKAN KESAKSIAN”
↓
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 322 KUHP)
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↓
WAJIB MERAHASIAKAN
↓
(Pasal 4, 16, 54 UUJN)
↓
“KECUALI : Undang-Undang Menentukan Lain”
Gambar 2.
Adanya Hak Ingkar tersebut membuat Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib 
untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan pernyataan para 
pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta-akta, kecuali undang-undang 
memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan 
tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban 
Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa segala siapa yang karena 
kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan 
merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang 
pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.
Pasal 170 ayat (1) KUHAP:
(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan 
menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi 
keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. 
Ketentuan dalam KUHAP, secara materil dituangkan  Pasal 322 (ayat) 1 KUHPidana 
yang menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang 
ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaan baik yang sekarang 
maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan 
bulan.
Selanjutnya beberapa pasal dalam UUJN mengatur mengenai rahasia jabatan 
Notaris, yaitu: Pasal 4 ayat (2) Undang-UndangJabatan Notaris (sumpah jabatan) yang 
berbunyi: “….Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh 
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dalam pelaksanaan jabatan saya.” Terdapat pula rumusan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN 
menyatakan: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur,
saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 
perbuatan hukum; dan (e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan 
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai  dengan sumpah/janji 
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e ini 
menerangkan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak 
yang terkait dengan akta tersebut. Dengan demikian, dalam konteks filosofis, maka rahasia 
jabatan merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak pribadi para pihak yang terkait 
dengan akta yang dibuat oleh notaris, sehingga tidak dapat direduksi menjadi instrumen 
untuk semat-mata melindungi notaris.
Pasal 54 UUJN berbunyi “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau 
memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan akta dan kutipan akta kepada orang yang 
berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”
Kewajiban notaris menjaga rahasia sesungguhnya sudah diatur sesuai Pasal 16 ayat 
(1) huruf f UUJN tentang kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang 
dibuatnya dan dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1) KUHAP juga mengatur 
tentang kewajiban menjaga rahasia karena jabatan dan pekerjaannya namun dalam sistem 
peradilan Indonesia menganut asas equality before the law yang mana memiliki arti setiap 
warga negara adalah sama di depan hukum sehingga sifat “kebal hukum” yang dimiliki 
notaris sedikit menyimpang dari asas tersebut yang mana notaris boleh tidak 
memberitahukan atau tidak memberikan saksi.
Untuk melihat akta Notaris, Notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus 
dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris 
dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam
Yurisprudensi, Putusan MA No.702K/Sip/1973. Notaris hanya berfungsi 
mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang 
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menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang 
dikemukakan para penghadap notaris.
Menurut Syafran Sofyan bahwa sepanjang notaris menjalankan jabatan dan 
profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik notaris, dan 
asas-asas hukum, maka notaris tersebut tidak dapat dipersalahkan1. Termasuk untuk menjadi 
saksi, karena akta notaris tersebut sendiri merupakan akta otentik, yakni akta yang 
mempunyai kebenaran lahir, formil dan materil, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh 
pihak yang menyangkalnya. Janganlah belum apa-apa, penyidik dengan gampangnya 
memanggil notaris, sementara para pihaknya saja belum dipanggil.
Berkaitan dengan masalah rahasia jabatan notaris, pada intinya berisikan kewajiban
notaris merahasiakan isi akta, GHSL Tobing menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa para notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan 
dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau 
disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak 
dicantumkan dalam akta-aktanya;
b. Bahwa hak ingkar dari para notaris tidak hanya merupakan hak 
(verschoningsrecht), akan tetapi merupakan kewajiban (verschoningspicht), Notaris 
wajib untuk tidak bicara. Hal ini tidak didasarkan kepada Pasal 1909 sub 3 
KUHPerdata, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri 
sebagai saksi, akan tetapi didasarkan kepada Pasal 17 dan Pasal 40 UUJN.
Sehubungan dengan penjelasan GHSL Tobing tersebut maka jika dikaitkan dengan 
ketentuan Pasal 4, Pasal 16 dan Pasal 54 UUJN maka jelas bahwa untuk merahasiakan isi akta 
beserta hal-hal yang diberitahukan kepada notaris sehubungan dengan pembuatan akta 
tersebut adalah merupakan suatu kewajiban jabatan notaris, sehingga dengan demikian untuk 
mengundurkan diri sebagai saksi atau menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi 
bukan hanya merupakan hak tapi juga merupakan suatu kewajiban bagi notaris. Jadi notaris 
tidak hanya mempunyai hak ingkar (verschongsrecht) akan tetapi juga mempunyai kewajiban 
ingkar (verschoningssplicht).
                                                          
1
Syafran Sofyan, “Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 
2012 Tentang Status Anak LuarKawin”, http://www.lemhanas.go.id, diakses tanggal 14 November 2015.
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Bahwa di dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para 
Notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris untuk tidak bicara mengenai isi 
akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun 
mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai 
Notaris, sekalipun dimuka pengadilan, kecuali hal-hal dimana terdapat kepentingan yang 
lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana untuk itu notaris oleh sesuatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.
Karena pada dasarnya hak ingkar bukan semata-mata merupakan hak saja, tetapi lebih 
merupakan kewajiban jabatan. Hal penting yang perlu diingat kaitan antara hak ingkar 
dengan masyarakat, bahwa yang menjadi dasarnya ialah Notaris merupakan jabatan 
kepercayaan. Dalam hal ini pihak atau pihak-pihak memerlukan jasa notaris dengan suatu 
keyakinan, bahwa ia akan mendapat nasihat-nasihat dan pelayanan atau bantuan dari notaris 
tanpa ia khawatir akan merugikan bagi dirinya.2 Hak ingkar (versconingrecht) melekat pada 
setiap Notaris yang diatur secara tegas dalam UUJN yang merupakan hak untuk menolak 
memberikan kesaksian. Meskipun dikatakan suatu hak, tetapi hal ini merupakan suatu 
kesatuan dengan kewajiban untuk merahasiakan segala isi akta yang dibuat oleh notaris.
Maka, hak ingkar dapat pula dikatakan suatu kewajiban untuk notaris karena peraturan 
perundang-undangan telah tegas mengaturnya. Sebagai suatu kewajiban maka harus 
dilakukan, berbeda dengan hak ingkar yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, 
tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-
undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.3
Namun adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2013 yang 
membolehkan notaris dipanggil langsung oleh penyidik dalam proses penyidikan tanpa 
melalui MPD sehingga notaris diwajibkan menghadiri pemanggilan karena sebelum adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  notaris bisa mengelak dipanggil penyidik dengan 
cara MPD tidak mengizinkan penyidik untuk memanggil notaris karena tidak mendapat izin 
dari MPD.
                                                          
2  Luciana Eveline. 2010. Thesis : “Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta Dikaitkan Dengan Pasal 
66 UUJN Tahun 2004. Universitas Indonesia. Hal 20
3  Habib Adjie. 2009. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris.Bandung : PT Retika Aditama. Hal 97
72
Permasalahan masih belum jelasnya sampai mana notaris boleh memberitahukan isi 
akta dalam proses penyidikan ini bermula dari diperbolehkannya penyidik meminta 
diberitahukan isi akta yang dibuat notaris padahal dalam pasal 54 UUJN tahun 2004 jelas 
tertulis “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, 
grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung 
pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan” namun dalam pasal 66 ayat (1) huruf a dan b tertulis “untuk 
kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan 
Majelis Kehormatan Notaris  berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta atau 
protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam 
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada 
dalam penyimpanan notaris”.
Sedangkan dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2013 
yang memperbolehkan memanggil notaris tanpa persetujuan MPD membuat para notaris 
seakan kehilangan perlindungan utamanya dan hanya bisa melindungi diri dengan adanya 
hak ingkar yang dimiliki oleh notaris tapi dalam penggunaan hak ingkar ini sendiri masih 
belum jelas notaris bisa menggunakannya sampai batas mana atau di saat pertanyaan 
penyidik seperti apa dia boleh menggunakan hak ingkarnya, apakah dia boleh menggunakan 
hak ingkarnya di setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik atau hanya ketika penyidik 
menanyakan tentang isi akta yang dibuatnya.
Dalam penyelesaian suatu perkara pidana maupun perdata kehadiran saksi dan 
keterangan yang diberikan oleh saksi turut membantu penyelesaian perkara. Berdasarkan 
Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Di dalam menjalankan 
tugasnya, seorang notaris dilindungi oleh undang-undang, sebagai tersangka sekalipun tetap 
diberikan hak-haknya, apalagi notaris yang hanya berperan sebagai saksi. Dengan adanya 
lembaga Majelis Pengawas seperti yang dimaksud UUJN, penyidik akan merasakan lebih 
terfasilitasi untuk menyita minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta 
atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, memanggil notaris untuk hadir dalam 
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pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya dengan persetujuan MPD 
sesuai ketentuan dalam Pasal 66 UUJN tahun 2004.
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh seorang notaris dalam menggunakan 
hak ingkar diantaranya adalah apabila MPD menyetujui permintaan pihak kepolisian dalam 
hal pemeriksaan notaris, maka seorang notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak 
memberikan keterangan sebab pihak kepolisian telah mengantongi rekomendasi dari MPD. 
Kendala lainnya adalah jika pihak penyidik dalam hal ini kepolisian menggunakan upaya 
paksa dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka notaris biasanya 
tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar sebab polisi bisa saja 
menggunakan alasan bahwa notaris tersebut tidak kooperatif dalam memberikan keterangan 
menyangkut akta yang dibuatnya, sehingga polisi melakukan upaya paksa.
Hak ingkar merupakan das sollen atau kondisi ideal (seharusnya). Sedangkan das 
sein-nya adalah kondisi realitas dimana masing-masing pihak punya suatu cara pandang dari 
sudut kacamatanya sendiri, misalnya polisi dan hakim yang sama-sama punya kepentingan 
ingin mencari kebenaran materil. Jika tanpa melihat ketentuan eksepsional, sebenarnya 
seorang notaris dilarang memberitahukan kutipan, salinan, dan grosse akta pada mereka yang 
tidak berkepentingan pada akta, termasuk kepada polisi maupun hakim.
Peranan notaris dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi dan saksi ahli. Jika notaris 
berperan sebagai saksi ahli, maka hal tersebut pasti tidak akan melanggar rahasia jabatan 
karena keterangan dibatasi hanya pada suatu pengetahuan dan keahliannya yang 
komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan. Namun bila notaris 
berperan sebagai saksi, maka ia akan memberikan keterangan yang menyangkut substansi 
akta, manakala ada ketentuan eksepsional yang mengharuskan seorang notaris untuk 
memberikan kesaksian. Keterangan saksi diberikan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang 
mengalami atau mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang 
tengah diperiksa.
Notaris hanya berperan sebagai saksi menyatakan apa yang dilihat, diketahui dan 
didengar atas kasus tersebut. Kesaksian notaris yang berkenaan dengan substansi akta 
tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar notaris Pasal 4 ayat 2 
jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan 
tersebut telah digugurkan dengan tindak pidana penipuan.
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Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jika seorang 
notaris menjadi saksi di pengadilan, maka ia tetap mempunyai hak ingkar. Tetapi jika notaris 
sebagai tersangka di pengadilan, hak ingkar itu otomatis gugur. Suatu profesi yang mulia 
seperti notaris menuntut profesionalitas dan ketelitian. Kemuliaan sebuah profesi bisa terus 
utuh dan terjaga apabila anggota dari profesi tersebut memberikan suatu kontribusi yang 
positif dan tidak melakukan kecerobohan.
2. Apakah notaris dalam membuat akta para pihak (partij acten) bisa dituntut secara 
pidana ?
Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi 
mulia (nobile officium). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat 
erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas 
hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang 
dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang 
atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus 
mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN.
Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum 
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana 
Notaris menunaikan tugas negara di bidang hukum perdata. Dalam kaitan ini, negara dalam 
rangka memberikan perlindungan hukum di bidang privat kepada warga negara telah 
melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik.
Beberapa tahun terakhir ini masalah pemalsuan surat-surat berharga semakin 
meningkat. Beberapa jenis surat-surat berharga seperti saham, akta perkawinan, akta 
kelahiran, akta notaris, dan lain sebagainya, menjadi sekian contoh surat atau akta yang 
sering dipalsukan. Akta notaris misalnya, merupakan salah satu jenis akta yang mempunyai 
kedudukan hukum yang penting. Namun disadari, bahwa akta yang dibuat oleh atau 
dihadapan notaris itu amat beraneka-ragam. Akta tersebut misalnya akta Perjanjian Jual Beli, 
Akta Kelahiran, Akta Penetapan Warisan, Akta Pendirian Badan Usaha, dan lain sebagainya. 
Pemalsuan terhadap berbagai jenis akta seperti inilah yang diatur dalam Buku II Kitab 
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Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Bab XII dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 
276).
Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. 
Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, 
atau akta otentik, atau akta notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan 
pejabat yang berwenang.
Berdasarkan uraian diatas, jelas begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, 
oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur 
didalam UUJN. Posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam ranah pencegahan terjadinya masalah 
hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di 
pengadilan, apa yang terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya 
diragukan.
Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang 
peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Peranan dan 
kedudukan notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau 
di hadapan notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat 
hukum tertentu kepada para pihak. KUHP menjaga kepentingan dan kepercayaan atas surat-
surat dan akta-akta yang dibuat oleh yang berwenang, seperti halnya dengan Akta Notaris.
Penyelesaian hukum dapat dilakukan oleh seorang Notaris karena Lembaga Notariat 
merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan 
masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang 
menghendaki suatu alat bukti diantara mereka. Seorang Notaris yang membuat suatu akta 
yang bisa dijadikan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini. Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaritas dalam masyarakat dianggap 
sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan 
dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Pembuatan akta Notaris 
dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai 
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alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat 
digunakan untuk kepentingan pembuktian.
Pasal 1868 KUH Perdata pada dasarnya menyatakan bahwa :“Suatu akta otentik ialah 
suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau 
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta 
dibuatnya.” Yang dimaksud akta tersebut dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-
undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan pejabat umum tersebut berwenang 
untuk itu ditempat akta itu dibuat.
Dengan demikian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta 
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat 
terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara 
pidana dari pihak lain.
Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka 
tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang 
berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.
Pasal 1868 KUH.Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang 
didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari isi Pasal 1868 
KUH.Perdata tersebut masih belum jelas apa yang dimaksud dengan pejabat umum dan akta 
otentik.
Pasal 1 angka 1 UUJN dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang ini. Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan 
dengan wewenang notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa notaris berwenang 
membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Wewenang utama notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta 
notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 UUJN, di mana notaris sebagai pejabat umum 
(openbaar ambtenaar), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam 
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kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 
1868 KUH Perdata.
Sedangkan Akta Otentik menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta 
Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan 
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
Sehingga dalam perkara perdata, Akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat 
mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang 
dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat 
menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.
Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada 
orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau 
pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau 
pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.
Daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika 
timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan 
akta otentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan 
sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib 
membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar.
Dalam suatu proses perkara perdata apabila pihak penggugat mengajukan akta otentik 
sebagai alat bukti, sedangkan pihak tergugat menyatakan bahwa isi dari akta itu tidak benar, 
maka beban pembuktian beralih kepada pihak tergugat yaitu pihak tergugat wajib 
membuktikan ketidakbenaran dari akta tersebut. Kekuatan pembuktian sempurna 
mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti 
perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut.
Beban pembuktian perlawanan itu jatuh kepada pihak lawan dari pihak yang 
menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan tersebut. Pihak lawan misalnya, dapat 
mengemukakan perjanjian yang dimuat dalam akta itu memang benar, akan tetapi tidak 
memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian itu tidak berlaku. Perlawanan 
demikian dapat melumpuhkan tuntutan penggugat, apabila dapat dibuktikan. Daya bukti dari 
akta otentik itu ialah daya bukti yang cukup antara para pihak, ahli waris mereka dan semua 
orang yang memperoleh hak dari mereka.
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Berbeda dengan perkara Pidana, akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat 
bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.
Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah 
menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaanya tidak dapat 
berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.
Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah 
benar atau suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan 
informasi yang telah diberikan oleh para pihak. Bahwa dalam UUJN, sebagai pejabat umum 
Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya.
Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini 
perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak 
tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris, ataukah adanya 
kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap.Jika 
akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris 
baik kerena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris sudah 
seharusnya memberikan pertanggungjawaban.
Pengaturan kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 UUJN dari 
kewengan tersebut timbul tanggung jawab notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat 
akta otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, 
maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu 
sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dan kode etik, namun 
di dalam UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana.
Jika kita memperhatikan berbagai argumentasi hukum itu sendiri dalam 
mengemukakan dalil hukumnya ada beberapa argumentasi yang saling berlawanan, yang
pertama argumentasi yang mengatakan bahwa Notaris tidak dapat dipidana karena membuat 
akte para pihak dan karena itu menggunakan KUHP untuk menjerat Notaris yang membuat 
akte para pihak adalah sebuah kesalahan dalam menerapkan Undang-Undang. Seharusnya
yang digunakan oleh hakim dalam mengadili Notaris yang melakukan kesalahan adalah 
UUJN. UUJN merupakan lex specialis dari KUHP, dan bentuk hubungan Notaris dengan 
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para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata. Kesalahan yang dilakukan 
oleh Notaris tersebut dikategorikan pelanggaran bukan kejahatan pidana.
Kedua Menjerat Notaris yang melakukan perbuatan pidana dengan KUHP adalah 
sebuah kebenaran oleh karena UUJN bukan merupakan lex spesialis dari KUHP. UUJN 
merupakan peraturan yang bersifat administrasi dan mengatur norma yg berkaitan dengan
prosedur pelaksanaan jabatan notaris secara bermartabat.Perbuatan Pidana yang dilakukan 
oleh Notaris harus diadili menurut KUHP.
Menurut philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum 
publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma 
hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:4
a. Sebagai alat kekuasaan;
b. Bersifat hukum publik;
c. Digunakan oleh penguasa;
d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.
Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian 
dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat 
dengan perbuatan. Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan 
hukum tersebut, antara lain: apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan 
peraturan tersebut cukup jelas dan tegas5 (lex certa), apakah tidak terjadi kontradiksi dan 
overlapping antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang 
equivalen dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai 
dengan realitas sosial yang ada. Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu 
tugas jabatan Notaris menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 yaitu 
“memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap/para penghadap ke dalam bentuk 
akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”. Kemudian Yurisprudensi 
Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 
1973) menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang 
dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada 
                                                          
4 Philipus M. Hadjon, “penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan 
(4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 
(Fakultas Hukum Universitas Air langga: Yuridika, 1996), hlm. 1
5
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980, hal. 74.
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kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan 
oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”
Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang 
menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang 
sangat penting (bestanddeel) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini 
Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan 
tetapi para pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena 
merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu. 
Pejabat notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut 
Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. 
Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh 
memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” 
dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh 
(pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan 
keterangan palsu dan seterusnya.
Dalam dunia Notaris menurut Habib Adji6, dikenal adagium: “setiap orang yang 
datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, 
yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung 
jawab yang bersangkutan (para pihak)”. Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta 
tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta 
yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau 
menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut 
wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. 
Dengan demikian, menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat 
akta sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, tanpa 
memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan 
telah terjadi kesalahanpahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga 
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Bahan kuliah : UUJN,  Habib Adji dan Noor Saptanti, Notariat UNS,2014.
81
akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Keterangan atau pernyataan dan 
keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris 
untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa ada 
keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin notaris untuk 
membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan 
dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti 
notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Secara 
materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan, 
dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan 
melalui gugatan perdata.
Menafsirkan atau menerapkan Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP 
tentang kedudukan Pejabat Notaris sebagai “pelaku” turut serta menyuruh menempatkan 
keterangan palsu ke dalam akta autentik, merupakan suatu kekeliruan (karena telah terjadi 
error in persona). Kedudukan Pejabat Notaris sebagaimana dalam dimaksud dalam Pasal 266 
ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) tidak lebih sebagai “orang yang disuruh 
melakukan”. “Orang yang disuruh melakukan” menurut ilmu hukum pidana tidak dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, sehingga oleh karenanya tidak dapat 
dihukum.
Notaris, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN merupakan pejabat umum  
yang diantaranya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Selanjutya, Notaris 
dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya 
kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan 
UUJN, sehingga UUJN merupakan lex specialis dari KUHP, dan bentuk hubungan Notaris 
dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata.
Dalam konstruksi hukum pidana, proses penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari 
konteks kebijakan kriminal (criminal policy). Sebab, makna hakiki dari kebijakan kriminal 
tidak lain dari kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari upaya perlindungan 
masyarakat (social defence) dan menjamin kesejahteraan masyarakat  (social welfare policy).
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Oleh karena itu dapat dikatakan  bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik 
kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Politik kriminal 
merupakan bagian integral dari politik sosial atau bagian dari kebijakan untuk mencapai 
kesejahteraan sosial. Dalam konteks tulisan ini, perlindungan masyarakat dimaksud adalah 
perlindungan terhadap para pihak yang membutuhkan jasa notaris untukmemberi rasa 
keadilan dan kepastian hukum. G.P. Hoefnagels mengutarakan  bahwa upaya 
penanggulangan  kejahatan  dapat ditempuh dengan cara:
a. Penerapan hukum pidana (Crime  law aplication);
b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment);
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui 
mass media (influencing view of society on crime and punishment/ mass media).7
Barda Nawawi, juga mengkonstantasi bahwa upaya penanggulangan kejahatan  
secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur 
non penal (bukan hukum pidana). Penjatuhan hukuman pidana terhadap notaris tersebut 
dimaksudkan untuk selain mengingatkan notaris agar jera dan tidal lagi mengulangi 
perbuatannya juga sebagai teguran kepada lembaga pengawas notaris untuk dapat 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar dan profesional oleh karena akan 
berakibat buruk terhadap integritas asosiasi juga jabatan notaris itu sendiri, bahwa profesi 
notaris tidak dapat  diandalkan sebagai aparat kepercayaan pemerintah dan masyarakat 
sebagaimana  ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUJN. Perlu juga diingat bahwa UUJN bukan 
merupakan Lex spesialis dari KUHP. UUJN adalah Peraturan yang bersifat administratif dan 
sifatnya mengatur tentang pelanggaran administratif  yang dilakukan oleh Notaris dalam 
menjalankan tugas dan fungsi sebagai Notaris sesuai yang diatur dalam UUJN. Oleh karena 
itu Perbuatan memasukkan keterangan palsu kedalam akte notaris adalah sebuah kejahatan 
yang diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP.
Oleh karena itu sebenarnya ukuran /batasan ada/ tidaknya perbuatan melawan hukum 
oleh Notaris tersebut dimulai dengan pemeriksaan ada/tidaknya pelanggaran terhadap 
ketentuan yang diatur dalam UUJN. Hal tersebut dapat dianggap penting karena ada 
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G.P.Hoefnagels, 1969, Ibid, hal. 56.
83
kemungkinan menurut ketentuan UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan 
cara/prosedur UUJN tetapi disisi yang lain disebutkan perbuatan/pelanggaran tersebut 
merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana oleh aparat penegak 
hukum. Batasan-batasan yang dimaksudkan dalam penjatuhan pidana kepada Notaris antara 
lain sebagai berikut : (1) ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang 
sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat 
dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk 
melakukan tindak pidana; (2) ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di 
hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; 
(3) tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai 
tindakan suatu Notaris, dalam hal ini MPN. 
Penjatuhan sanksi terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan 
tersebut diatas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut 
dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan tersebut diatas menunjukkan seorang 
Notaris hanya dibebankan pertanggungjawaban secara pidana terhadap perbuatan melawan 
hukum yang dilakukannya, tidak disebutkan pertanggung jawabkan secara perdata berupa 
penggantian kerugian yang diderita oleh para pihak maupun pertanggung jawaban 
administrasi. Namun seharusnya pemberian ganti rugi juga sangat perlu diberikan kepada 
pihak-pihak yang menderita kerugian sebagai bentuk rasa adil dan perlindungan hukum 
akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik.
Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta 
yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. 
Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, 
maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris 
bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat 
apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu 
yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Selama 
Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan 
lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat 
Umum Pemegang Saham, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab Notaris.
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Apabila Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, maka Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat 
dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya tersebut.
Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 UUJN, akta yang dibuat oleh 
Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal 
demi hukum.
Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, 
apabila akta tersebut tidak atau kurang syarat subyektifnya diantaranya pihak-pihak atau para 
penghadap tidak cakap bertindak dalam hukum, sedangkan akta menjadi batal demi hukum 
jika akta tersebut dibuat tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya tidak ada obyek yang 
diperjanjikan atau akta tersebut dibuat bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 
umum maupun kesusilaan.
Pada kondisi yang demikian ini, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dari segi 
hukum. Mengenai pertanggungjawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari 
pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun Hukum Administrasi.
Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para 
pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut 
serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau 
memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja 
atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta 
dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau 
merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.
Pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang 
dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya 
apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka 
sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan 
tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang 
disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.
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Berkaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum. tidak dapat dihukum, 
atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum (pidana atau perdata) jika terbukti di 
pengadilan bahwa secara sengaja (penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan) 
Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap membuat akta dengan maksud dan 
tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan 
penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti, Notaris tersebut wajib di hukum.
Mencermati ke dua pandangan tersebut diatas ,harus diakui bahwa dalil dan 
argumentasi yang dibangun oleh kedua pandangan tersebut memiliki dasar kebenaran 
yuridis akan tetapi menurut penulis jika kita ingin menelaah substansi kasus yang 
melibatkan seorang notaris yang membuat akte para pihak sebagaimana yang yang 
diuraikan dalam kasus posisi diatas maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut : 
1. UUJN bukan merupakan lex spesialis dari KUHP. Kejahatan yang dilakukan oleh 
notaris tersebut adalah cermin dari moral dan perilaku yang tidak menunjang 
penegakan hukum. Notaris tersebut merasa bahwa dengan kekuasaan yang 
dimilikinya dia bisa melanggar aturan . Tugas seorang notaris adalah seorang 
pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Undang undang untuk menjadi aparat 
kepercayaan masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang diatur Dalam Pasal 1 
ayat (1) UUJN. Dalam menjalankan tugas tersebut secara internal notaris diatur 
dengan Undang undang jabatan notaris dan kode etik. Akan tetapi karena 
moralitas yang rendah notaris tersebut dengan sengaja menggunakan kekuasaan 
yang dimilikinya untuk bisa melanggar aturan. Penjatuhan hukuman pidana 
terhadap notaris tersebut dimaksudkan untuk selain mengingatkan notaris agar 
jera dan tidal lagi mengulangi perbuatannya juga sebagai teguran kepada lembaga 
pengawas notaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara 
benar dan profesional oleh karena akan berakibat buruk terhadap integritas 
asosiasi juga jabatan notaris itu sendiri, bahwa notaris tidak bisa diandalkan 
sebagai aparat kepercayaan pemerintah dan masyarakat sebagaimana yang diatur 
dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang 
Jabatan Notaris.
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2. Notaris yang Profesional menurut Noor Saptanti8sebelum akte dibacakan kepada 
para pihak seharusnya menjelaskan lebih dahulu tentang hal apa saja yang tidak 
diperkenankan dalam pembuatan akte kepada para penghadap.
3. Kategori Sanksi Perdata dan sanksi administratif terhadap notaris sebagai pejabat 
publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN menurut 
Habib Adji9adalah ketentuan tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran 
tugas dan tanggungjawab notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUJN. 
Oleh karena itu menurut penulis, ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi 
perbuatan pelanggaran administratif dan  bukan merupakan perbuatan pidana 
sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
                                                          
8Habib Adji dan Noor Saptanti,  ibid ,2014..
9Habib Adji, Kategori sanksi Perdata dan sanksi administrasi terhadap notaris sebagai pejabat publik, Rafika adam, 
hal 65.
